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Abstrak 
Berbicara mengenai pembatasan penanganan perkara bagi seorang kurator telah diatur 
secara tegas pada Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa seorang 
kurator hanya boleh menangani perkara PKPU dan/atau Kepailitan paling banyak 3 (tiga) 
secara bersamaan dalam satu waktu. Selanjutnya terhadap pengaturan tersebut 
bagaimanakah ketentuan sanksi yang akan dikenakan dalam hal ternyata seorang kurator 
menangani lebih dari 3 (tiga) perkara?. 
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A. Latar Belakang 
Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia pada mengalami reformasi besar-besaran 

terhitung sejak tahun 1998, yaitu tepatnya ketika terjadi krisis di negara-negara Asia pada tahun 
1997, yang saat itu juga berdampak langsung di Indonesia.  Pada masa itu, investor dari luar 
negeri yang melakukan investasi di negara-negara Asia Tenggara tidak menghiraukan 
kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan atau diambil oleh negara-negara di kawasan 
Asia Tenggara. Ketidakstabilan politik juga belum menjadi perhatian utama sebelum tahun 
1997. Situasi ini tentunya merugikan banyak pihak. Salah satu kebijakan yang menjadi 
kerugian pada masa tersebut adalah penggunaan nilai tukar tetap yang rentan terhadap 
spekulan. Para investor pada akhirnya, mereka memilih untuk menarik dana lebih cepat agar 
terhindar dari kerugian. Kondisi dimana mereka tidak dapat melunasi utang luar negeri ini 
akhirnya menyebabkan terjadinya inflasi berlebih yang kemudian membuat nilai tukar mata 
uang di negara-negara Asia Tenggara turun dengan drastis (devaluasi), termasuk di Indonesia.   

Selanjutnya, untuk keperluan bisnis, penyelesaian utang piutang tersebut harus 
dilakukan secara adil, cepat, transparan, dan efektif, International Monetary Fund/IMF (Dana 
Moneter Internasional) mensyaratkan sarana pranata hukum yang mendukung. Pengaturan 
hukum kepailitan Indonesia yang saat itu diatur pada Peraturan Kepailitan 
Faillisementverordening Staatsblad 1905 No.217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 
(“FO”)  yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Nopember 1906. IMF 
memandang FO tidak cukup memberikan kepastian hukum bagi investor-investor yang akan 
menanamkan modalnya di Indonesia dalam hal terjadinya gagal bayar (default), khususnya 
dalam hal kepastian dan penegakan hukum di Indonesia.  

 
Terlebih mengingat prosedur yang diatur dalam FO sampai saat ini, jarang 

dimanfaatkannya menyebabkan mekanisme yang diatur di dalamnya kurang teruji. Beberapa 
infrastruktur yang seharusnya mendukung mekanisme tersebut juga menjadi tidak terlatih.  
Dalam hal terjadinya gagal bayar atau wanrpestasi, mekanisme penyelesaian yang kerap 
dikenal dan digunakan saat itu adalah melalui gugatan perdata yang memakan waktu sangat 
lama sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi investor. Oleh karenanya, reformasi 
hukum di bidang kepailitan, menjadi persyaratan utama yang mutlak dari IMF yang saat itu 
memberikan bantuan kerjasama berupa pinjaman moneter guna melindungi kepentingan 
investor.  

Langkah penyempurnaan FO Pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang 
Nomor 01 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan yang dirasa mendesak dalam tengah-tengah perkembangan kegiatan 
usaha yang berlangsung dengan cepat dan meluas.  

(“Perpu 01/1998”) pada tanggal 22 April 1998. Beberapa penyempurnaan dilakukan, 
seperti pembentukan Pengadilan Niaga serta profesi kurator/pengurus.  Peneguhan fungsi 
kurator dan penyempurnaan untuk memungkinkan penyediaan layanan-layanan tersebut agar 

http://u.lipi.go.id/1319868077
http://u.lipi.go.id/1587971284
http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif
http://u.lipi.go.id/1319868077
http://u.lipi.go.id/1587971284
http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif


HUKUM RESPONSIF 
VOL 15 NO 1 FEBRUARI 2024 

   p-ISSN 2089-1911 | e-ISSN 2723-4525 
  http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif 

 

214 

dapat berfungsi dengan baik disamping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu kurator 
negara (west kamer) yang adalah Balai Harta Peninggalan (“BHP”). Ketentuan yang 
ditambahkan meliputi regulasi mengenai persyaratan untuk menjadi kurator serta tugas-tugas 
yang harus dilaksanakan oleh kurator. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perpu) Nomor 01 Tahun 1998 kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang diundangkan pada tahun yang sama, 
yaitu pada tanggal 9 September 1998 (“UU/4/1998”).  

Selanjutnya, bertitik tolak dari asas independendensi dan asas integrasi, pemerintah 
kembali melakukan perubahan atas UU/41998 menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU/37/2004”). Adapun 
perubahan menjadi UU/37/2004 adalah dilatarbelakangi oleh penerapan asas independensi dan 
asas integrasi sebagaimana dikemukakan di dalam penjelasan UU/37/2004. Lebih lanjut, 
UU/37/2004 juga mengatur ketentuan baru perihal pembatasan jumlah penanganan perkara 
bagi seorang kurator, adalah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) perkara. Pada tulisan ini saya akan 
membahas bagaimana kepastian hukum (legal certainty), yang juga merupakan salah satu asas 
di dalam teori hukum, atas keberlakuan peraturan mengenai pembatasan penanganan 3 (tiga) 
perkara bagi seorang kurator. 

   
B. Metode Penelitian 

Dari pertanyaan yang diajukan dalam konteks permasalahan ini, “maka dapat di 
kategorikan sebagai Penelitian Hukum Normatif yaitu disebut juga sebagai Hukum Doktrinal 
yang mana pada penelitian Hukum Normatif selalu mengkonsepkan hukum sebagai ketentuan 
yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah 
atau norma yang merupakan tindakan prilaku manusia yang dianggap pantas.”  

Oleh karena itu, Penelitian Hukum Normatif menjadi suatu hal yang penting, 
“penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, 
dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 
patokan berperilaku manusia yang sewajarnya, dengan mengkaji ketentuan hukum yang 
berlaku. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum. Bahan 
hukum yang dikaji yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, 
maupun bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli serta bahan hukum 
tersier yang berupa kamus dan ensiklopedia hukum mengenai tanggung jawab otoritas jasa 
keuangan dalam memberikan perlindungan hukum.” 

 
C. Hasil dan Pembahasan 

Keberlakuan Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) yang Merupakan Bagian Dari 
Teori Hukum Sehubungan Dengan Latar Belakang Pengaturan Mengenai Pembatasan 
Penanganan 3 (Tiga) Perkara Bagi Seorang Kurator 

1. Definisi Teori Hukum  
M. Van Hocke berpendapat bahwasanya ilmu hukum memiliki arti luas yang terdiri 

dari filsafat hukum, dogmatik hukum, dan teori hukum. Adapun filsafat hukum merupakan 
landasan teori dari teori hukum dan meta teori dari dogmatika hukum serta teori tentang 
hukum.10 Teori hukum merupakan teori dari ilmu hukum kecekatan,keterampilan atau 
keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang mendapat 
perlindungan hukum sehingga yang menjadi objek teori hukum yaitu ilmu hukum itu sendiri. 
Selanjutnya, yang menjadi objek daripada dogmatik hukum adalah hukum positif berupa 
perundang- undangan juga yurisprudensi. Dengan kata lain, dogmatik hukum adalah disiplin 
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ilmu yang mempelajari teori hukum positif dengan yurisprudensi atau sebagai cabang hukum 
yang mempelajari hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. 

Selanjutnya, teori hukum sendiri belum memiliki satu pengertian yang baku. Hans 
Kelsen menguraikan bahwa teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang 
berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. “The pure theory of law is a 
theory of positive law; general theory of law, not a presentation or interpretation of a special 
legal order.” Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang 
juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni berupaya menghindari 
pencampuradukkan dengan berbagai disiplin ilmu yang berlainan metodologi dan membatasi 
pengertian hukum dalam posisinya yang eksklusif. Bukan lantaran teori ini mengabaikan atau 
memungkiri kaitannya dengan bidang-bidang yang lain, melainkan karena ia hendak 
meniadakan batas-batas yang ditetapkan pada ilmu hukum berdasarkan pokok bahasannya. 

Adapun teori hukum sangat bersinggungan erat dengan filsafat hukum. Untuk 
membedakan keduanya, Lili Rasjidi mendefinisikan teori hukum ilmu yang mempelajari 
pengertian pokok serta sistem yang ada dari hukum.15 Pengertian pokok tersebut dapat berupa 
subjek hukum, perbuatan hukum, serta hal lain yang memiliki definisi yang sifatnya umum 
serta teknis. Pengertian pokok tersebut sangatlah penting agar dapat memahami sistem hukum 
secara umum dan juga sistem hukum positif. Teori hukum yang merefleksikan objek serta 
metode dari berbagai bentuk pada ilmu hukum.   

Secara umum sebagaimana diuraikan H. Salim, dalam bukunya yang berjudul 
‘Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum’, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang 
mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita 
memahami sebuah fenomena. Pada hakekatnya teori menjelaskan suatu fenomena atau 
merupakan proses atau produk aktivitas atau merupakan suatu sistem. Manfaat praktis teori 
adalah sebagai salah satu alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah 
fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara. 
Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa hukum sendiri boleh disebut sebagai 
kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian 
itulah kita merekontruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. 

Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pengetahuan tentang teori hukum 
dimaksudkan untuk pengendapan atau pendalaman metodologis dalam mempelajari hukum 
dalam arti yang luas, yaitu mendalami metode dalam mempelajari ilmu hukum, dalam 
memecahkan masalah-masalah hukum, dan dalam menyusun peraturan-peraturan. Oleh karena 
itu, yang menjadi permasalahan pokok teori hukum ialah bagaimana hakim, pembentuk 
undang-undang, dan ilmuwan bekerja, serta metode apa yang digunakannya. Sehingga akan 
diperoleh pengetahuan yang lebih baik, uraian lebih jelas, serta wawasan yang lebih luas 
tentang hukum. 
2. Asas Kepastian Hukum  

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum dapat diinterpretasikan sebagai inti 
atau esensi dari suatu peraturan hukum. Dengan demikian, dalam pemahaman terhadap suatu 
peraturan hukum, asas hukum menjadi hal yang sangat penting. Karl Larenz, dalam karyanya 
Methodenlehre der Rechtswissenschaft, mengemukakan bahwa asas hukum adalah standar etis 
hukum yang memberikan panduan bagi proses pembentukan hukum. Karena asas hukum 
mencakup prinsip-prinsip etis, maka asas hukum dianggap sebagai penghubung antara 
peraturan hukum dengan aspirasi sosial dan nilai-nilai etika yang dimiliki oleh masyarakat.   

Dalam proses pembentukan peraturan hukum, ada suatu prinsip yang sangat penting 
untuk menciptakan kejelasan, yaitu asas kepastian hukum. Gustav Radbruch memperkenalkan 
gagasan mengenai asas kepastian hukum dalam bukunya yang berjudul ‘Einführung in die 
Rechtswissenschaft’. Radbruch menyatakan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, 
yang antara lain:   
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a. Keadilan (Gerechtigkeit);   
b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan   
c. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).   

Asas kepastian hukum menggambarkan keadaan di mana hukum memiliki kepastian 
karena kekuatan yang konkret dalam konteks tertentu. Adanya asas kepastian hukum 
memberikan perlindungan kepada pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, 
memastikan bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi yang telah 
ditentukan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Van Apeldoorn mengenai asas 
kepastian hukum yang memiliki dua dimensi, yaitu kemampuan menentukan hukum dalam 
situasi konkret dan memberikan keamanan hukum. Hal ini menggambarkan keinginan pihak 
yang mencari keadilan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam situasi tertentu sebelum 
memulai sebuah perkara, sehingga memberikan perlindungan kepada mereka. Hukum yang 
tidak memiliki kepastian akan kehilangan relevansinya karena tidak lagi bisa menjadi pedoman 
perilaku bagi semua orang. Unsur kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan keteraturan 
dalam masyarakat karena kepastian hukum merupakan inti atau jantung dari keteraturan itu 
sendiri. Keteraturan juga memberikan kepastian hidup bagi dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. 
3. Latar Belakang Pengaturan mengenai Pembatasan Penanganan 3 (tiga) Perkara bagi 

seorang Kurator  
Pengaturan mengenai Pembatasan Penanganan 3 (tiga) Perkara bagi seorang Kurator 

terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU/37/2004 jo. Keputusan KMA No.3/KMA/SK/I/2020 
mengenai Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU – “SK KMA 3/2020”), sebagai berikut:  
Pasal 15 ayat (3) UU/37/2004:  

“(3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, 
tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang 
menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) 
perkara” 
SK KMA 3/2020:  

Melampirkan pernyataan tertulis dari calon kurator yang menegaskan bahwa dia tidak 
sedang menangani lebih dari 3 (tiga) kasus Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU) di wilayah hukum Indonesia, kecuali jika berkaitan dengan perintah Bantuan 
Hukum Perdana (BHP)  

Selanjutnya, adapun yang menjadi alasan pemerintah menetapkan pengaturan 
mengenai Pembatasan Penanganan 3 (tiga) Perkara bagi seorang Kurator tersebut adalah guna 
menyediakan kepastian hukum dalam proses penyelesaian harta pailit untuk memastikan 
perlakuan yang adil bagi debitor dan kreditor, serta memastikan penyelesaian yang cepat, tepat, 
dan akurat; serta mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Andi Mattalatta, 
Kuasa Hukum Presiden, bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan, 
Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan hal tersebut melalui keterangan tertulis pada 
persidangan di Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VII/2009.2 Pada persidangan 2 Februari 
2009, Pemerintah juga menyatakan pembatasan yang ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dimaksudkan untuk melindungi kurator dari kerugian 
yang mungkin timbul akibat pengelolaan dan/atau penyelesaian harta pailit. 
Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada sesi persidangan yang 
berlangsung pada tanggal 9 Februari 2009, yang pada intinya menyatakan bahwa selain untuk 
melindungi kurator itu atas tanggung jawab besar yang diampunya, pembatasan penanganan 
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perkara maksimal 3 (tiga) adalah untuk mencegah terjadinya monopoli oleh kurator tertentu. 
Adapun pemerataan di antara kurator adalah merupakan salah satu alasan cikal bakal 
perubahan UU/37/2004 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM menjabat 
saat itu, Yuzril Ihza Mahendra. Prof. Hadi Subhan, sebagai seorang ahli, juga mengemukakan 
bahwa pembatasan terhadap kurator dimaksudkan untuk kepentingan dari pihak kurator itu 
sendiri, khususnya oleh mengingat pertanggungjawaban secara pribadi melekat bagi seorang 
kurator apabila melakukan kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan 
dan/atau pemberesan sebagaimana diatur Pasal 72 UU/37/2004. 
 
Implementasi Atau Keberlakuan Atas Pengaturan Mengenai Pembatasan Penanganan 3 
(Tiga) Perkara Bagi Seorang Kurator, Khususnya Bagi Pihak-Pihak yang Dirugikan  

Sebelum membahas lebih jauh, perlu saya jelaskan bahwa dalam hal sebuah perkara 
PKPU/kepailitan dimulai dan ditunjuknya seorang pengurus/kurator, maka berlakulah 
ketentuan asas publisitas sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (4), yaitu perihal pengumuman 
di paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”). 
Adapun yang menjadi salah satu materi pengumuman adalah penujukan nama kurator yang 
didasarkan pada Putusan Majelis Hakim Pemutus dan bukan Penetapan Hakim Pengawas. 
Begitupula, dalam hal berakhirnya kepailitan, maka berdasarkan Pasal 202 ayat (2) 
UU/37/2004, kurator wajib mengumumkan pengakhiran kepailitan tersebut sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku pada Pasal 15 ayat (4) yang juga didasarkan pada Putusan Majelis 
Hakim Pemutus yang menyatakan berarkhirnya kepailitan. 

Oleh karenanya, BNRI dan surat kabar harian merupakan salah satu media untuk 
mengetahui perkaraperkara yang sedang ditangani oleh seorang kurator. Selanjutnya, saat ini 
terhitung sejak 20 Februari 2023, Mahkamah Agung telah meresmikan e-court Niaga yang 
dimulai dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. E-court Niaga tersebut salah 
satunya adalah untuk menertibkan pendataan dokumen di pengadilan niaga, termasuk surat 
pernyataan kurator. Tidak sampai di situ, Ditjen AHU pun telah melakukan sosialisasi aplikasi 
AHU yang pada intinya memberikan kewajiban bagi kurator untuk melakukan pendataan dan 
pengkinian data atas progress perkara-perkara yang sedang dan/atau telai selesai ditangani. 

Lebih lanjut, apabila kita merujuk pada ketentuan UU/37/2004, maka salah satu 
pelanggaran teori hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang saat itu, adalah 
pekanggaran atas asas kepastian hukum (legal certainty). Sebagaimana diuraikan Radbruch, 
kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi individu yang mencari keadilan dari 
tindakan sewenang-wenang. UU/37/2004 mengatur secara tegas mengenai larangan bagi 
seorang kurator untuk menangani lebih dari 3 (tiga) perkara. Bahkan SK KMA 3/2020 sebagai 
peraturan pelaksana di Pengadilan Niaga telah mengatur secara lebih mendetail mengenai 
syarat bagi calon kurator yang akan ditunjuk agar membuat surat pernyataan kesediaan untuk 
ditunjuk sebagai kurator dan tidak sedang menangani perkara lebih dari 3 (tiga). 

Permasalahannya adalah pembentuk undang-undang lupa untuk memberikan sanksi 
secara tegas atas pelanggaran tersebut, khususnya sanksi pidana dalam hal kurator ternyata 
membuat surat dan/atau keterangan palsu mengenai jumlah perkara yang sedang ditangani baik 
ketika dan/atau setelah ditunjuk. Akibatnya, ketika hal tersebut terjadi, apabila ternyata kurator 
memberikan keterangan yang tidak benar ketika akan ditunjuk, maka kurator tersebut hanya 
dapat dikenai ketentuan mengenai pemalsuan surat sebagaimana diatur pada Pasal 263 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, apabila kurator tersebut diketahui ternyata 
memiliki perkara lebih dari 3 (tiga) pada waktu sedang menjalankan tugasnya,  maka kurator 
tersebut paling hanya dikenakan sanksi penggantian kurator sebagaimana diatur pada Pasal 71 
UU/37/2004.  

Begitupun mengenai pengenaan sanksi dari organisasi profesi, yang sama sekali tidak 
mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak berkepentingan yang dirugikan. 
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Mengingat, peran kurator yang sedemikian besar dan melibatkan banyak pihak, sungguh sangat 
disayangkan bahwa organisasi profesi tertua yang dibentuk langsung oleh IMF justru memilih 
untuk mengambil sikap bertindak pasif sepanjang tidak ada laporan sekalipun dalam hal 
diketahui kurator yang mungkin saja merupakan salah satu anggotanya, ternyata sedang 
menangani perkara lebih dari 3 (tiga). Selain itu pengawasan yang dilakukan secara internal 
tersebut akan menjadi permasalahan jika tidak ada standar etik yang berlaku umum untuk 
semua organisasi profesi. Misalnya, pada 2015 AKPI mendapat 6 (enam) keluhan tetapi hanya 
memeriksa 2 (dua) keluhan saja. Pengaturan pengawasan yang sepotong-potong dan 
terdesentralisasi menyebabkan mekanisme penegakan etik profesi menjadi tidak efektif dan 
efisien terhadap tindakan perilaku yang tidak patut serta membuka pintu kepada 
penyalahgunaan mekanisme internal. Hal-hal tersebut kemudian menjadi agenda khusus pada 
RUU Kepailitan 2018. 
 
D. Kesimpulan 

Pembatasan perkara paling banyak 3 (tiga) bagi seorang kurator dilatarbelakangi oleh 
tuntutan profesionalitas dan independensi, serta perwujudan asas kepastian hukum sebagai 
bentuk perlindungan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, terutama bagi 
kurator itu sendiri. 

Dapat dikatakan bahwa pembatasan perkara paling banyak 3 (tiga) bagi seorang kurator 
belum memiliki sanksi hukum yang mengatur secara tegas. Oleh karenanya dalam hal terjadi 
pelanggaran yang dilakukan oleh seorang kurator, masih belum terdapat suatu pengaturan 
mengenai mekanisme pengenaan sanksi, khususnya sanksi pidana. 
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